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Berintegritas dan Menyenangkan



Dalam lima tahun ke depan yang akan dikerjakan :

Pertama, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, SDM 

yang pekerja keras, yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yg menghubungkan 

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yg mempermudah akses ke kawasan 

wisata, yg mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah 

perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus 

kita pangkas (menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU pemberdayaan UMKM);

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk 

penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, prosedur yg panjang harus dipotong, 

birokrasi yg panjang harus dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan, para menteri, 

pejabat, birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi 

yg tdk serius tidak akan diberi ampun dipastikan sekali lagi dipastikan dicopot.

Kelima, transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing 

manufaktur dan jasa modern.

(Pidato Presiden dalam Sidang Paripurna MPR RI : (20/10/2019) 



Pidato Presiden (perintah) dalam perkenalan Kabinet 

Indonesia Maju II:
Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah 

korupsi.

Kedua, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden dan wakil  

presiden.

Ketiga, semua harus bekerja cepat, kerja keras dan kerja produktif;

Keempat, jangan terjebak dalam rutinitas yang monoton;

Kelima, kerja yang berorientasi hasil nyata;

Keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya;

Ketujuh, semuanya harus serius dalam bekerja, Saya pastikan yang nggak 

serius, nggak sungguh, saya berikan kemarin hati-hati. Bisa dicopot di tengah 

jalan.

(23/10/2019)



Korupsi

Terpaksa

Memaksa

Dipaksa
Karena kebutuhan

(by need)

Karena keserakahan
(by greed)

Karena sistem
(by system)

Mengapa seseorang korupsi...?



Tantangan pelayanan lembaga publik......

▪ Energi pelayanan umumnya mengandalkan 
kewenangan (otoritas) negara/pemerintah, tidak 
selalu mengandalkan spirit untuk memenuhi 
kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan.

▪ Monopolistik sehingga kurang  ada rangsangan 
kompetisi dan minim inovasi

▪ Potensi perilaku koruptif dalam pelayanan tinggi 
karena posisi tawar pemberi layanan lebih kuat 
dari penerima layanan

▪ Membentuk kemampuan melayani dan budaya 
kerja yang kurang mendukung untuk memberikan 
kepuasan pelayanan.



•Predikat yang diberikan kepada 
instansi pemerintah yang 
pimpinan dan jajarannya 
mempunyai komitmen untuk 
mewujudkan WBK/WBBM melalui 
reformasi birokrasi, khususnya 
dalam hal pencegahan korupsi 
dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik

Zona Integritas (ZI) 

•Predikat yang diberikan 
kepada instansi 
pemerintah yang 
pimpinan dan jajarannya 
mempunyai komitmen 
untuk mewujudkan 
WBK/WBBM melalui 
reformasi birokrasi, 
khususnya dalam hal 
pencegahan korupsi dan 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik

Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (Menuju WBK) •Predikat yang 

diberikan kepada 
suatu unit kerja yang 
memenuhi sebagian 
besar manajemen 
perubahan, penataan 
tatalaksana, penataan 
sistem manajemen 
SDM, penguatan 
pengawasan, 
penguatan 
akuntabilitas kinerja, 
dan penguatan 
kualitas pelayanan 
publik

Menuju Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani 

(Menuju WBBM)  

Pengertian
















